
BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPII- ATAU A|IIGGOTA TENTARA NASIONAL

INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDON
ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSIUNANNYA

1721 - A2

KEMENTERIAN KEUANGAN RI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
f-l Pembetulan Ke l*-l pembatatan

MASA PEROLEHAN PENGHASILANMT tIE]
A, IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN

A.1 NPWP 0320'1 24080282000
4.2 NlPl NRP : 1992o2992125211a48
A,3 NAMA : MUHAMMAD ALWAN SUWANDI

A.4 PANGKAT/ :V/V
GOLONGAN

A.5

A.6

A.8

NAMA JABATAN

JENIS KELAMIN

NIK

Operator Sistem lnformasi Administrasi Kependudukan

(SlAlO Penyelia

, JT*} LAKI- LAKI l-l peneupunu

-1 /lt I / 4lt6i / 6 1 ltJtt /

,TUSI JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP

B, RINCIAN PENGFIASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN JUMLAH (Rp)

KODE OBJEK PAJAK "l 21-1 00-01 21-104-02

PENGHASILAN BRUTO

1. GAJ1 POKOK / PENSIUN 10 046 000

TUNJANGAN ISTRI 1 _004.600

3. TUNJANGAN ANAK 401.840

4. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 0

TUNJANGAN STRUrJURAL / FUNGSIONAL 0

6_ TUNJANGAN BEMS 1-15A.720

TUNJANGAN KHUSUS tJz

8. TUNJANGAN !-A,IN. LAIN 0

JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 1 S.D. 8 ) 12.611.292

PENGURANG

10. BIAYA JABATAN i BIAYA PENSIUN 630.564

11 IURANG PENSIUN ATAU IURAN THT 0

ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DI BAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA 0

tJ. JUMLAH PENGURANGAN (10 S.D. 12) 630.564

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21

14. JUMLAH PENGHASILAN NETO ( S -13 ) 1 1.980.728

15. PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU DARI PEMBERI KERJA YANG MEMBAYAR GAJI POKOK U

to. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN ) 1 1.980.728

17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 67.500.000

18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAH UN/DISETAH UNKAN (1 6-1 7) 29.617.000

lo PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUNIDISETAHUNKAN 1.480.850

2A PPh PASAL 2i YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUN'I.Ii? ATAU YANG TELAH DI POTOT..IG PEIVIBERI
l{trtr lA VANr: 

^rFhrELA.VAR 
GA ll pa}knK

0

21. PPh PASAL 21 DI TANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA ATAU
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP) YANG TELAH DI POTONG PEMBERI KERJA YANG MEMBA.I/AR GAJI POKOK

0

22. PPh PASAL 21 TERUTANG YANG DAPAT OI KREDITKAN PADA SPT TAHUNAN (19.20-21) 0

IR 0

zsa. PPh PASAL 21 Dl POTONG 0

23b. PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERiNTAi.{ (DTP)

24. PPh PASAL 21 KURANG BAYAR /LEBIH BAYAR MASA PAJAK TERAKHIR 0

24a. PPh PASAL 21 Dl POTONG 0

24h PPh PASAL 21 DITANGG{ING PEMtrRINTAH (T,TP\ 0

c.
D,

PEGAWAI TERSEBUT c.01 D DIPINDAHKAN c.o2 l-l PTNDAHAN e.ffi Tl BARU c.o4 ff PENSTUT..I

nt
D.2

D.3

D,4

D.5

D.6

IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

NPWP instansi Pemerintah

Nama lnstansi Penrerintah

lD Sub Unit Organisasi

Tanggal

NAN4A PENANDATANGAN

Pemyataan Wajib Pajak

: BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISfiTE PENGANGGU TUMBUHAN KAMWANG - JABAR (03)

r;-T;----] T;--E---'l E-T;-T;--E----]:lJ I I|' l, Illlu l. lc l
] TETI SRI MULYA-|I

: Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan Pajak telah saya isr dengan benar dan telah saya
tandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara
elektronik seh;nEga tidak diperlukan tanda tanEan basah

D.1 . I .32.49



BiJK"f i pIrqlFIi ]tr,1$,f"ifi* f:1.f" HTft*],* lH iEFii_.,

N*rn*r BFfi
T*nggaI

HPVt'P

Nama Wajib
Pa;ak

J*nrs SpT

Tahxn Fmlak

M*sa Fajak

Statu* SPT

Sx,iuran

Tanggal Tqrima
spT

: 8Pf *6353 l rCT/NFp"SSSffAOtf
: 17 Mar*t 2O?$

: 3201 240802820002

: MUHAMMAS &L\{fAN SUWANDT

: SPT Tahunan FPh Wslib Falak Srang
Pribadi

: t0?S

: Janu*ri - S**amber 2SIS
: Normal

: Portal Wajib Pajak

: 17 Maret 2O26

rmh

t


